





A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-
pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA pada Pasal 19 
dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah 
menyelenggarakan pendaftaran tanah. Terhadap tanah yang telah didaftarkan 
selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti 
yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Proses pendaftaran tanah, dilakukan 
melalui tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data 
fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan penerbitan dokumen tanda 
bukti hak. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis, yaitu 
dengan meneliti alat-alat bukti kepemilikan tanah. Untuk hak-hak lama yang 
diperoleh dari konversi hak-hak yang ada pada waktu berlakunya UUPA 
dan/atau hak tersebut belum didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berupa bukti tertulis, 
keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 
kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan dianggap 
cukup untuk mendaftarkan haknya.  
Salah satu bukti kepemilikan adalah kikitir, kikitir sebetulnya 
merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah sebelum berlakunya UUPA jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kikitir 
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tersebut dapat disertakan dalam proses administrasi Pendaftaran Tanah. Kikitir 
bukan  merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, namun semata-mata 
hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah, dengan 
demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang 
kikitir dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah lainya yang 
yang mempunyai kekuatan hukum kuat, maka pemegang hak atas tanah 
menurut hukum akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat. Namun 
demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hal proses kepemilikan surat 
tanda bukti hak atas tanah melalui hal-hal yang bertentangan dengan hukum, 
maka akan berpotensi untuk timbulya permasalahan/konflik pertanahan. Kasus 
kontemporer sebagai referensi ialah kasus antara PT. PN VIII dengan Ny. 
Agustinus, CS, dalam kasus/sengketa kepemilikan tanah dengan kasus tanah 
perkebunan. Kasus tersebut bermula dari sebuah tanah peninggalan masa 
kolonial yang terletak di Desa Cempaka seluas 53,734 Ha sekitar tahun 1973 
yang lalu sudah dikuasi oleh pihak PT. PN VIII berdasarkan SK HGU yang 
diterbitkan oleh Kementrian dalam negeri,  akan tetapi pihak Ny.Agustins CS, 
berpendapat bahwa tanah itu adalah tanah milik keluarganya dengan bukti 
memiliki surat Kikitir/kohir No. 1420. Untuk itu pihak Ny.Agustins 
memperkarakan hal tersebut ke pengadilan yang dimana meminta pengadilan 
menetapkan untuk meletakkan sita eksekusi atas tanah yang dikuasai oleh pihak 
PT. PN VIII, yang luasnya 53.734 Hektare. Permohonan sita eksekusi itu 
dikabulkan oleh hakim dengan penetapan sita eksekusi No. 
045/2000/Eks/PN.Jkt.pusat  tanggal 7 Juni 2012 dan sita eksekusi pengadilan 
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negeri purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 
juni 2012. Kasus sengketa lahan ini penyelesaiannya sampai dengan PK 
(peninjauan kembali), dari mulai awal berdasarkan wawancara pihak PT. PN 
VIII, bidang hukum yaitu Ibu Hellen Rosdiana, SH.  mengatakan bahwa adanya 
kejanggalan dalam proses peradilannya, salah satunya adalah mengenai 
kompetensi relatif, dan sebagainya namun yang paling mencolok adalah bahwa 
berdasarkan UUPA jo Peraturan Pemerintah NO. 24 tahun 1997 bahwa 
semenjak berlakunya peraturan ini pada dasarnya kohir/kikitir sudah tidak bisa 
dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, yang kedua adalah penguasaan fisik 
lahan tersebut sudah dikuasi oleh PT. PN VIII dari sejak tahun 1973 dengan 
itikad baik sebagaimana diterbitkannya SK HGU oleh Kementerian dalam 
negeri. Ketiga adalah hakim tidak mencermati asal usul kikitir tersebut sebab 
dari fakta persidangan diketahui bahwa kikitir No.1420 tersebut tidak tercatat 
di buku tanah Desa Cempa dan pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII 
mengajukan bukti bahwa tanah tersebut sudah terjadi peralihan hak dengan akta 
Jual-beli No. 43 dihadapan notaris Sie Kwa Djioe antara Arnold wonuah dengan 
Mas waskito  selaku wakil manager kebun perusahaan Nv. Culture tjibening 
maasctpij yang pada akhirnya di nasionalisasi oleh permerintah Indonesia.  
Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian 
dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini 
tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara – negara yang 
masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan masalah 
yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya 
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masih ditunjang dari sektor pertanian. Indonesia, sebagian besar penghidupan 
masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor pertanahan. 
Banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan. Negara Indonesia 
pernah dikuasai oleh para penjajah antara lain Belanda dan secara kekuasaan 
Belanda secara tidak langsung menguasai tanah–tanah yang ada di Indonesia 
sebagai sebuah lahan produktif untuk menghasilkan berbagi komoditi, namun 
pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 keadaan tanah tersebut lantas 
dinasionalisasi dan diserahkan kepada intansi yang di beri hak guna usaha untuk 
melanjutkan produktifitas tanah tersebut, namun tak jarang ada pihak yang 
mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan tanda bukti dan 
sebagainya, akibat permasalahan tersebut sebagai akibat tidak mempunyai bukti 
tertulis yang sesuai dengan perturan perundang–undangan mengakibatkan 
terjadinya sengketa dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah 
tersebut. 
Sebenarnya Sengketa mengenai tanah dapat dicegah, paling tidak dapat 
diminimalkan apabila diusahakan menghindari penyebabnya, sengketa– 
sengketa itu adalah peristiwa hukum, sehingga sebab-sebabnya dapat diketahui 
dan dikenali dengan kembali melihat melalui pandangan-pandangan hukum 
tanah yang ada. Dari sengketa-sengketa di pengadilan, proses penyelesaian 
perkaranya memerlukan waktu yang panjang, adakalanya sampai bertahun – 
tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui 
yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hak atas 
tanah yang dapat dimiliki perorangan, maupun institusi beragam mulai dari hak 
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milik, hak pakai, hak guna usaha dan sebagian diletakkan dengan hak 
tanggungan. 
 Pada akhirnya pihak PT. PN VIII sudah habis dalam upaya 
memperjuangkan hak nya padahal banyak yang menjadi ketimpangan dalam 
putusan hakim tersebut. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin 
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dengan pembatasan masalah 
hanya pada bidang Hukum Pertanahan, yaitu tentang “ANALISIS PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NO. 268 PK/PDT/2015 TENTANG 
KEABSAHAN ALAS HAK KIKITIR/KOHIR SEBAGAI BUKTI HAK 
KEPEMILIKAN TANAH”. 
 
B. Rumusan Masalah. 
 Maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.268/PK/PDT/2015    
apabila ditinjau dari UUPA dan PP no. 24 tahun 1997?  
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai alat bukti 








C. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 
     1. Untuk mengetahui pertimbanganhakim dalam putusan No.268/PK/PDT/2015    
         apabila ditinjau dari UUPA dan PP no. 24 tahun 1997. 
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak pemilik alat bukti kepemilikan 
atas tanah dalam putusan No.268/PK/PDT/2015. 
 
D. Kerangka Pemikiran  
Teori adalah generalisasi yang abstrak menegenai beberapa penomena. 
Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep 
lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta 
dapat dipakai sebagai batu loncatan. 
Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha untuk mengerti dunia 
sekeliling. Mengerti hanya dapat dicapai melalui pikiran, konsep adalah 
kontruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa 
fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh 
fenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau seperangkat konsep dapat 
disusun atau dirumuskan generalisasi, sedangkan generalisasi adalah proses 
melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang 
menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Melalui konsep, 
generalisasi melihat hubungan-hubungan adalah sebab akibat antara fenomena 
atau pada cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita 
menyebut suatu typical, dan generalisasi yang paling tinggi atau yang paling 
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sophisticated derajat generalisasinya dinamakan teori1 dalam perkembangan 
ilmu dan teknologi, teori menempati kedudukan yang penting, teori memberikan 
sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita 
bicarakan lebih baik. Hal-hal semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa 
disatukan dan ditunjukan kaitannya satu sama lain secara bermakna, dengan 
demikian teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalh 
yang sedang di bahas .  
Dalam teori yang akan penulis tuangkan dalam memecahkan 
permasalahan, terdiri :  
1. Teori Negara Hukum  
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi 
negara kita Dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik 
Indonesia menyebutkan bahwa “ negara Indonesia adalah negara hukum “. 
Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum 
untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 
dipertanggungjawabkan2. Intinya adalah Negara hukum adalah negara yang 
berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.  
Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu pohom 
kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan 
                                                             
1 Miriam budiardjo, dasar – dasar ilmu politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,  hlm 
43. 
2 Majelis permusyawaratan rakyat RI, paduan pemasyarakatan undang- undang dasar republic 
              Indonesia tahun 1945, sekertaris jendral MPR RI, hlm, 46 
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tertinggi adalah hukum atau tidak ada kekuasaan lain , kecuali hanya hukum 
semata. Menurut Vesteden hukum yang supreme mengandung makna3 : 
a. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan 
aturan hukum tertentu ( asas legalitas ). Ketentuan-ketentuan hukum hanya 
dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar 
menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar 
keadilan yang ada di masyarakat. 
b. ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi 
maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lain. 
Konsep negara hukum berdsarkan wilayah tradisi hukumnya dibedakan 
menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum rechtsstaat dan konsepsi negara 
hukum rule of law yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan 
reformasi keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi liberalisme dan 
individualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtstaat penegakan hukum berarti 
penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham 
legisme, konsep yang dmana memisahkan kekuasaan dari pribadi penguasa dan 
menempatkan kekuasaan itu pada pranata otonom yang secara normatif ditegakan 
dalam hukum yang impersonal4. Bagi konsepsi negara hukum rule of law, 
penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting 
adalah penegakan keadilan hukum. 
                                                             
3 Adrian sutedi, hukum perizinan dalam sector pelayanan public, Sinar Grafika, Jakarta , 2017, 
hlm 1 .  
4 Daniel S lev, hukum dan politik di Indonesia, pustaka LP3ES, Jakarta, 2014,  hlm 350 
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Ada dua tokoh yang yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu 
federick Julius dan albert van dicey, menurut federick Julius unsur negara hukum 
rechtsstaat ada 4 yaitu :  
a. hak asasi manusia 
b. pemisahan atau pembagian kekuasaan 
c. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah ada. 
d. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 
Unsur negara hukum menurut dickey, mewakili dari kalangan ahli hukum 
anglo saxon, memberi 3 ciri utama dalam negara hukum the rule of law , yaitu :  
a. supremasi hokum. 
b. setiap orang sama di depan hukum (equality). 
c. terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.  
2. Teori Perlindungan Hukum  
Konsep perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa 
aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada hukum positif yang 
berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi 
perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku5.  
Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep 
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena 
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang tentang pengakuan 
                                                             
5 Philipus M hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu Green Mind 
Community, Surabaya, 2009 hlm. 12 
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dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 
pembatasan-pembatasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek 
dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi 
hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai 
individu.  
Dalam prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasanya adalah 
pancasila sebagi ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum 
bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep rectsstaat dan rule of law, 
dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan 
pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip 
pengakuan danperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
bersumber pada pancasila yang melindungi dua aspek hak asasi manusia klasik 
dan hak asasi manusia sosial6.  
    Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :  
a. sarana perlindungan hukum peventif 
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah 
mencegah terjadinya sengketa 
b. sarana perlindungan hukum represif 
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pngadilan umum di Indonesia, 
                                                             
6 Sri soemantri , prosedur dan system perubahan konstitusi , PT. Alumni, Bandung, 2006 hlm 60.  
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prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 
bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia.  
  Perwujudan mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif 
dapat dilihat pada bidang ekonomi, yaitu dalam pembuatan perjanjian, dalam 
hukum perdata dengan mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan 
berkontrak7 yang tercantum dalam Pasal 1338 BW, disana dikatakan bahwa 
kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa 
isi dari perjanjian tersebut, dan mengikat mereka seperti undang-undang.8 Oleh 
karena itu perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama 
kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak 
boleh berat sebelah, ketika membuat perjanjian juga harus di cantumkan klausula 
mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga dimasa yang akan datang yang 
mungkin terjadi, termasuk juga penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukan 
bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang preventif.  
3. Teori Hak dan Kewajiban 
Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu 
dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorangpun 
manusia tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUHPerdata), tetapi konsekuensinya 
bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengan nya. Jadi “hak” pada 
pihak satu berakibat timbulnya “kewajiban” pada pihak lain untuk menghormati 
                                                             
7 KUHPerdata Pasal 1338.  
8 Subekti, hukum perjanjian, intermasa, Jakarta, 2005,  hlm 14. 
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hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan hak nya secara bebas, 
sehingga menimbulkan kerugian dan rasa tidak enak terhadap orang lain. Untuk 
terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan “peristiwa” yang oleh hukum 
dihubungkan suatu akibat, artinya hak seseorang terhadap suatu benda 
mengakibatkan timbulnya kewajiban terhadap oranglain, yaitu menghormati dan 
tidak boleh mengganggu hak tersebut9. Hak dalam kaitanya dengan sebuah teori 
ada beberapa teori untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu :  
a. Belangen theorie (teori kepentingan) menyatakan, bahwa hak adalah 
kepeningan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf von 
jhering yang berpendapat bahwa “ hak itu suatu yang penting bagi seseorang 
yang dilindungi oleh hukum , atau suatu kepentingan yang terlindungi.“ 
b. Wilsmacht theorie (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang 
diperlengkapi dengan kekuatan. Berhanrd Winschied merupakan salah satu 
penganutnya yang menyatakan, bahwa “hak itu suatu kehendak yang 
diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada 
seseorang. Berdasarkan kehendak, seseorang dapat mempunyai rumah, mobil 
tanah, pulpen, dan sebagainya.” 
c. menurut van apeldoorn “ hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum”  
menurut van Apeldoorn kekuatan itu berdasarkan kesusilaan, kekuatan itu 
bukan hanya kekuatan fisik saja. Maka dari itu seorang pencuri yang 
mempunyai kekuatan atas barang yang telah dicurinya, tidak mempunyai hak 
                                                             
9 Marwan mas, pengantar ilmu hukum, Ghalia Indonesia,Bogor, 2014,  hlm. 28 
13 
 
apapun atas barang yang itu. Karena kekuatan tidak berdasarkan kesusilaan 
dan keadilan10. 
d. teori fungsi sosial yang di kemukakan oleh Leon du Guit, yang mengatakan 
bahwa “ tidak ada soerang manusiapun yang mempunyai hak. Sebaliknya, 
didalam masyarakat, bagi manusia hanya ada suatu tugas sosial. Tata tertib 
hukum tidak didasarkan atas hak kebebasan manusia, tetapi atas tugas sosial 
yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat”. 
 Hak dapat timbul pada seseorang (subjek hukum) yang disebabkan oleh 
beberapa hal berikut.  
a. adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum. 
b. terjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan 
perjanjian. 
c. terjadi kerugian yang di derita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian 
orang lain.  
d. karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk 
memperoleh hak.  
e. terjadi daluarsa.   
 Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum, dapat disebabkan oleh 
empat hal berikut ini11. 
a. apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang di tunjuk, 
baik oleh pemegang hak maupun oleh hukum. 
                                                             
10 E.utrecht/ moh. Saleh djindang, pengantar dalam hukum Indonesia, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta,    
                1982, hlm. 253 
11 Marwan mas, pengantar ilmu hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 29 
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b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. 
c. telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak. 
d. karena daluarsa.  
 Selain hak adapula yang tak dapat dipisahkan dalam hal ini adalah yang 
dimaksud dengan kewajiban, sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh 
hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum), misalnya dalam hal 
kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya oleh 
ketentuan undang – undang. Kewajiban dalam teori ilmu hukum menurut curson, 
secara umum dibedakan atas lima golongan, sebagai berikut :  
a. kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi 
1). Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak. 
2). Kewajiban nisbi adalah kewajiban yang disertai adanya hak. 
b. Kewajiban public dan kewajiban perdata 
1). Kewajiban public adalah kewajiban yang berkolerasi dengan hak-hak publik. 
2). Kewajiban perdata adalah kewajiban yang berkolerasi dengan hak-hak 
perdata.  
c. kewajiban positif dan kewajiban negatif.  
1). Kewajiban positif adalah kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan 
positif. 
2). Kewajiban negatif adalah kewajiban yang menghendaki untuk tidak 




 Lahir dan timbulnya sesuatu kewajiban, lahir atau timbulnya kewajiban 
juga disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut :  
a. karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu 
kewajiban. 
b. berdasarkan suatu perjanjian yang sudah disepakati. 
c. adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi 
orang lain,sehingga ia wajib membayar ganti rugi. 
d. karena telah menikmati hak tertentu  yang harus di imbangi dengan kewajiban 
tertentu pula. 
e. karena daluarsa teretentu yang telah di tentukan oleh hukum atau karena 
perjanjian tertentu,bahwa daluarsa dapat menimbulkan kewajiban baru. 
 Hapus atau berakhirnya suatu kewajiban, disebabkan oleh hal-hal sebagai 
berikut ini. 
a. meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, tanpa ada penggantinya, baik 
ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum. 
b. masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang. 
c. kewajiban telah dipenuhi oleh yang berangkutan. 
d. hak yang melahirkan kewajiban telah di hapus. 
e. daluarsa (verjaring) extinctief. 
f. ketentuan Undang-Undang. 
g. kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. 
h. terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat 
memenuhi kewajiban itu. 
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 Setiap manusia di Indonesia tanpa terkecuali, selama hidupnya adalah 
subjek hukum sejak dilahirkan, manusia memperoleh hak dan kewajiban apabila 
meninggal dunia, hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya12. Setiap 
manusia di Indonesia adalah orang yang dapat di simpulkan dari Pasal 15 UUDS 
yang berbunyi bahwa “tidak suatu hukum pun menyebabkan kematian perdata atau 
kehilangan segala hak-hak kewenangan’, dalam sejarah di kenal adanya manusia 
yang tidak mempunyai hak dan kewajiban, tidak merupakan subjek hukum, yaitu 
budak belian. Selain itu, dahulu di kenal kematian perdata, pernyataan pengadilan 
yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh hak apapun lagi. 
Pencabutan hak dan kewajiban masih bersifat terbatas dan hanya untuk bersifat 
sementara. 
Hak-hak tertentu yang dapat di cabut, di antranya: 
a. hak memegang jabatan pada umum nya atau jabatan tertentu. 
b. hak memasuki angkatan bersenjata. 
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 
d. hak menjadi penasehat, wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas 
atas anak yang bukan anak nya sendiri. 
e. hak menjalan kan kekuasaan bapak, menjalan kan perwakilan, atau pengampu 
atas anak nya sendiri.  
f. hak untuk menjalankan pencaharian tertentu. Dengan demikian, orang dianggap 
sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal.  
4. Penguasaan dan Pemilikan tanah 
                                                             
12 Neng yani Nurhayani, Hukum Perdata, CV Pustaka setia, Bandung, 2015, hlm 72.  
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 Dalam hukum tanah nasional ada macam–macam hak penguasaan atas 
tanah sebagai berikut13:  
1. Hak bangsa Indonesia (UUPA Pasal 1) 
2. Hak menguasai dari Negara ( UUPA Pasal 2) 
3. Hak ulayat masyarakat hokum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada 
(Pasal 3) 
4. Hak – hak individual : 
a. Hak – hak atas tanah : 
1) Primer : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang 
diberikan oleh Negara, dan hak pakai yang diberikan oleh Negara 
(Pasal 16) 
2) Sekunder : hak guna bangunan dan hak pakai, yang diberikan oleh 
pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak 
sewa dan lain-lainya. 
b. Wakaf (UUPA Pasal 49 dan Undang–undang no.41/2004). 
c. Hak jaminan atas tanah  Hak tanggungan. 
 Sistem pemilikan tanah yang dianut oleh UUPA tidak menganut azas 
domein dari perundang–undangan agraria yang diwariskan oleh penjajah, 
melainkan menggunakan azas hokum adat. Sistem pemilikan tanah adat adalah 
sistim pemilikan komunalistik yang tidak cenderung ke privaat’rechtelijk (hukum 
privat) ataupun publiekrech’telijke (hukum public)14, tetapi mengakomodasi 
                                                             
13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan UUPA, isi dan 
pelaksanaannya, jilid 1 hukum tanah nasional, Djambatan, Jakarta 2007 , hlm 264 
14 S.wojowasito, kamus umum belanda-indonesia, PT. ihtiar baru, Jakarta 2003, hlm 517 dan 523. 
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keduanya. Sistem pemilikan komunalistik dalam konsepsi hukum adat tersebut 
diangkat menjadi konsepsi hokum tanah nasional yang dirumuskan sebagai 
komunalistik-religius, yang memungkinkan penguasaan bagian–bagian tanah 
bersama yang merupakan karunia tuhan yang maha esa oleh warganegara secara 
individual dengan hak – hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung 
unsur kebersamaan15. 
 
E. Langkah – langkah Penelitian 
 Langkah – langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Spesifikasi Penelitian 
 Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu 
metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula 
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.16 
2. Pendekatan Penelitian 
 Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalm penelitian ini adalah 
yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo, pendekatan yuridis empiris adalah 
pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan–peraturan, buku–buku 
                                                             
15 Boedi harsono, menuju penyempurnaan hokum tanah nasional, perkembangan pemikiran dan 
hasilnya sampai menjelang kelahiran UUPA tanggal 24 september 2007, penerbit 
Universitas triakti, Jakarta, 2007, hlm 30 
16 Soejono soekanto, Pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10  
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atau literatur–literatur hukum serta bahan–bahan yang mempunyai hubungan 
permasalahan dan pembahasan.  
3. Jenis data 
 Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka 
jenis data yang di pakai adalah sebagai berikut : 
a. Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari responden 
melalui wawancara, yaitu cara yang digunkan untuk memperoleh keterangan 
lisan guna mencapai tujuan tertentu.17 
b. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan. Jenis 
data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari ke pustakaan 
baik dari buku literatur, dan dari pelaturan Undang-undanga  yang berkitan 
dengan permasalahan penelitan antara lain : 
1). Data dari penelitian serupa dengan penelitian ini. 
2). Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dengan penilitan ini. 
c. Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  
terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder,antara lain kamus18. 
4. Sumber data 
 Dalam penelitian pada umum nya dibedakan antara data yang diperoleh 
secara langsung dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung masuk pada 
data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan pada pelelitian, sedangkan data 
                                                             
17 Burhan Ashofa, metode penelitian hokum, Jakarta, rhineka cipta, 2007, hlm 95 
18 Sri mahmudji, Et Al, metode penelitian hukum, cetakan pertama. Fakultas hukum UI, Jakarta, 
2005, hlm. 31  
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yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data 
pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. 
 Menurut soejono soekanto bahan data dalam penlitian hukum meliputi : 
a. sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama. Berupa hasil pengamatan dan wawancara, Adapun teknik wawancara 
dilakukan menggunakan daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang 
diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum 
SK HGU dan keabsahan kikitir/kohir sebagai bukti kepemilikan atas tanah, 
untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan 
diberikan kepada responden dan narasumber serta dari beberapa peraturan 
Undang–undang yang berkaitan dengan itu antara lain : 
1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria. 
3). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak  
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.  
4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
5). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
b. sumber data skunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berkaitan tentang ketenaga kerjaan dan penegakan hukum serta bahan-
bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasaan dari sumber data primer 
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antaralain, teori-teori dari literature-literatur yang berhubungan dengan 
permasslahan di atas. 
c. sumber data tersier yaitu sumber data yang di ambil dari media-media online  
yang di gunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. 
5. Teknik pengumpulan data   
 Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permaslahan yang 
diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut. 
a. Data hukum primer dikumpulkan dengan pengamatan dan wawancara di PT. PN 
VIII walayah Jawa Barat.  
b. Data hukum sekunder dikumpulan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan 
perundang-undangan, artikel, internet, buku atau jurnal yang berkaitan dengan 
pertanahan yang berkaitan dengan permasalahan. 
c. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka KBBI ataupun kamus hukum. 
6. Analisa Data 
  Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada 
dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 
setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan 







7. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian di lakukan antaralain : 
a. kantor PT. PN VIII wilayah Jawa Barat 
b. Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung 
c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Derah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 
d. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung 
e. Perpustakaan Universitas Padjadjaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
